
 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Berkembangnya akuntansiasektorapublik di Negara Indonesiaasemakin 

pesat karena adanyaaeraareformasiadalamapelaksanaanakebijakan otonomi daerah 

danadesentralisasiafiskalayangamenitikberatkan pada Pemerintah Daerah. Dengan 

adanyaaaotonomiaadaerah, pengelolaan keuanganaamenjadi tanggung jawab 

pemerintahadaerah. Sejalanadenganaapelaksanaanaaotonomiaadaerah, diperlukan 

suatuapenataanalingkunganaadanaasistemaaakuntansiaayangaabaikadi pemerintah 

daerahayangatertuangadi dalamalaporanakeuanganadaerah. 

Laporanakeuanganadaerahaaadalah bentukapertanggungjawaban kepada 

masyarakat atas penerimaan dan pengelolaan pajak, retribusi, dan lain sebagainya 

guna untuk pembangunan dan pembelanjaan pemerintah daerah yang terdapat 

dalam APBD, juga sebagai pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah, 

apakah alokasi dana telah sesuai dengan apa yang ada di APBD. Laporan 

keuangan daerah harus berisi tentang informasi yang memberi manfaat bagiapara 

penggunaadalamamenilai akuntabilitasadan bisa sebagaiaacuan dalamamembuat 

keputusanaekonomi,asosial,amaupunapolitik.  

Halaaainiaaasesuaiaaadenganaaapenjelasan dalam Standar Akuntansi 

Pemerintahan yang mana informasiayangadisajikanadalam laporanakeuangan 

mempunyai tujuan memenuhiakebutuhanainformasi untuk semuaapengguna 

laporanakeuangan. Itu adalah wujudaakuntabilitas dan transparansi terhadap 

segala yang berkaitan dengan penggunaan dana yang tercantum dalam APBD. 
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Maka dari itu, laporan keuangan daerah harus relevan (relevance), andal (reliable), 

dapatadibandingkan (comparable), serta dapatadipahami (understandable). Selain 

itu, laporanakeuanganadaerahajuga berkaitan dengan pihak internal dan pihak 

eksternal sebagai pengguna laporan keuangan. Pihak internal adalah pemerintah 

dan semua pengurus suatu SKPD, sedangkan pihak eksternal adalahamasyarakat, 

wakilarakyat, lembagaapengawas, danalembagaapemeriksa. 

Kualitasaalaporanaakeuangan PemerintahaaDaerah dapatatercermin dari 

hasilaapemeriksaanaaBPK. Pemeriksaanaalaporan keuanganaadilakukan untuk 

memberikanaapendapataaatau opiniaatas kewajaranaainformasiaakeuanganadalam 

laporanakeuangan. Kriteriaapemberianaopini dari BPK menurutaUndang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2004 tentangaPemeriksaan PernyataanaProfesional Pemeriksa 

mengenaiakewajaran informasiakeuangan yang disajikanadalam laporan keuangan 

yangaadidasarkan padaakriteria (1) kesesuaianaadengan standaraaakuntansi 

pemerintahan, (2) kecukupana pengungkapan (adequatea disclosures), (3) 

kepatuhanaterhadap peraturanaaperundang-undang, dan (4) efektivitasaasistem 

pengendalianainternal. 

Karakteristikaaakualitatif laporanaaakeuangan adalahaaukuran-ukuran 

normatifaayang harusadiwujudkan dalamaainformasi keuaganaasehingga dapat 

memenuhi tujuannya. Tujuanaadari laporanaakeuangan adalahaamenyajikan 

informasiatentang posisiakeuangan, realisasiaanggaran, arusakas, danakinerja 

keuangan padaasuatu entitasayang bermanfaatabagi paraapengguna laporan 

keuanganauntuk membuatadan mengevaluasiakeputusanamanajemen. 
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PeraturanaPemerintah Nomora24 Tahun 2005 tentang StandaraAkuntansi 

Pemerintahanatelah diganti dengan PeraturanaPemerintah Nomora71 Tahuna2010 

tentang StandaraAkuntansi Pemerintahan yang mewajibkan laporanakeuangan 

pemerintahaberbasisaakrual. Peraturan terbaru tersebut menyatakan bahwa standar 

akuntansiaapemerintahan adalahaaprinsip akuntansiaayang diterapkanaadalam 

menyusunadanamenyajikanalaporanakeuanganapemerintah. 

Dengan diterbitkannya PeraturanaPemerintah Nomora71 Tahun 2010 

tentangaStandar AkuntansiaPemerintahan yang mewajibkan laporan keuangan 

pemerintah berbasis akrual. Namun peraturan ini baru diterapkan pemerintah pada 

pengelolaan keuangan negara pada tahun anggaran 2015. Dengan menerapkan 

akuntansi berbasis akrual sebagai pengganti peraturan sebelumnya, maka akan 

terjadi perubahan fundamental dalam penyusunan laporan keuangan. Karena 

diantara akuntansi berbasis kas dan akuntansi berbasis akrual mempunyai 

perbedaan yang sangat mencolok. Akuntansi berbasis akrual adalah metode 

akuntansi dimana penerimaan dan pengeluaran dicatat saat adanya transaksi. 

Dalam penyusunan laporan keuangan daerah, pemerintah daerah juga 

harus memperhatikan pengendalian internal. Pengendalian internal harus diuji 

keefektifannya selama pelaksanaan pengendalian. Apakah pengendalian telah 

diimplementasikan sesuaiadenganarencana dan rancanganayang telahaditetapkan 

dan apakah pelaksanaan sudah memiliki kewenangan dan kualifikasi yang jelas 

dan dibutuhkan untuk menerapkan pengendalian internal secara efektif, efisien 

dan bisa mencapai tujuan pengendalian tersebut. 
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Sistem pengendalian internal pemerintah juga merupakanasistem 

pengendalianaayang harusaaditerapkan padaaalingkungan SKPD untuk 

meningkatkanaatransparansi danaaakuntabilitas dalamaapenyusunan kinerja 

pemerintahaserta peningkatanakualitas laporan keuangan pemerintahadaerah. 

Unsur dari pengendalianainternal pemerintah daerah adalah terdiriadari 

lingkunganapengendalian, penilaianaresiko, aktivitasapengendalian, informasi dan 

komunikasiasertaapemantauan. Untuk mencapai tujuan dari pengendalian internal 

harus memenuhi dan melaksanakan kelima elemen pengendalian internal (PP 

No.60/2008). 

Corporate governance adalah suatu prinsip tata kelola pemerintahan agar 

tercapai pemerintahan yang bersih dan baik, serta dilandani perilaku yang 

berkarakter sesuai dengan apa yang dimaksud dalam corporate governance. 

Mardiasmo (2004:25) mengemukakan bahwa, penyelenggaraan suatu negara yang 

mengimplementasikanaacorporate governanceaaberarti penyelenggaraanaanegara 

tersebutamendasarkan diriaapada prinsip-prinsipaapartisipasi, aturanaahukum, 

transparansi, daya tanggap, berorientasiapadaakonsesus, berkeadilan,aefektivitas 

dan efisien,aakuntabilitas, visiayang strategisadanasalingaketerkaitan. 

Corporate governance yang baik dapat menghasilkan laporanakeuangan 

yang berkualitasadan menekankanapada prosesapengelolaan anggaran pemerintah 

sertaaketerlibatan stakeholdersaabaik dalamaabidang ekonomi,aasosial, maupun 

politikaserta pendayagunaan sumberadaya yangaada, manusiaaataupun keuangan 

yangadilaksanakan sesuai dengan keperluanamasing-masing bidang. Sehingga 

diadakannya pengelolaanakeuangan daerah dimaksudkan agar pengelolaan 
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keuangan bersifat transparan dari proses penyusunan sampai dengan 

pertanggungjawaban sehingga akan tercipta akuntabilitas dalam pengelolaan 

keuangan daerah tersebut. Pengelolaanakeuangan yangaefektif danaefisien adalah 

salahasatuawujudatataakelolaapemerintahayangabaika(Salam, 2004:19). 

Penelitian mengenai Kualitas Laporan Keuangan sudah banyak dilakukan 

olehapenelitiaterdahulu. Beberapaadiantaranya adalahaPurwaniatiaNugraheni dan 

ImamaSubaweh (2008) yangaberjudul PengaruhaPenerapan StandaraAkuntansi 

PemerintahanaTerhadap KualitasaLaporanaKeuangan. Selanjutnya ada penelitian 

replikasiayang dilakukanaoleh DanielaKartika Adhi dan YohanesaSuhardjo yang 

berjudulaPengaruh PenerapanaaStandar AkuntansiaaPemerintahan danaaKualitas 

AparaturaPemerintah DaerahaTerhadap KualitasaLaporanaKeuanganapada tahun 

2013. Penelitianayang dilakukanaDanielaKartikaaAdhi dan YohanesaSuhardjo 

mengembangkan model dan menambah variabel independen yaitu kualitas 

aparatur pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan Mia Oktarina et al. (2016) 

mengembangkan model dan menambahkan variabel independen yaitu corporate 

governance. 

Penelitian yang berkaitan dengan judul juga banyak dilakukan oleh 

peneliti terdahulu. Penelitianayang dilakukanaoleh Azlimaet al. (2012) yang 

berjudulaaPengaruh PenerapanaaGood Governanceaadan StandaraaAkuntansi 

Pemerintahanaterhadap KualitasaInformasi KeuanganaSKPD. Penelitian yang 

dilakukanaoleh RukmiaJuwita (2013) yangaberjudul PengaruhaImplementasi 

StandaraAkuntansi Pemerintahanaadan SistemaaInformasi Akuntansiaaterhadap 

KualitasaLaporanaKeuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Yusniyaraetaal. 
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(2016) yang berjudul PengaruhaPenerapan StandaraAkuntansi Pemerintahanadan 

PengendalianaaInternal terhadapaaGoodaaGovernance dan Dampaknyaaapada 

KualitasaLaporanaKeuangan.  

Dengan berubahnya tata cara penyusunan laporan keuangan yang 

diterapkan pemerintah pada tahun 2015, sehingga memberikan peluangauntuk 

dilakukan penelitianaalanjutan, baikaabersifataapengulangan/replikasi maupun 

pengembangan. Perbedaanapenelitian ini dengan penelitianasebelumnyaaterletak 

pada objek penelitian, tahunapenelitian, dan sistem akuntansi yang diterapkan 

pada saat penelitian. Tahun penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah 

tahun 2015 hinggaatahun 2017 yangamerupakanatahun diterapkannya Peraturan 

Pemerintah No. 71 tahun 2010. Berdasarkanauraian yangaada dalamalatar 

belakangamasalah, rumusanamasalah yangaakan penulisaangkat adalahasebagai 

berikut: Apakahaaapenerapan standaraaakuntansiaaapemerintahan, corporate 

governance, danaapengendalian internaaberpengaruhaapositif terhadapaakualitas 

laporanakeuanganapadaaSatuanaKerjaaPerangkataDaerahaKabupatenaSemarang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adanyaaaperubahan peraturanaapemerintah yangaaditerapkan tentang 

standaraaakuntansi pemerintahanaamengenai tataaacara penyusunanaalaporan 

keuanganamenjadi basisaakrual. Olehakarena itu, perluadilakukan penelitian 

lanjutanaterkaitadenganapenerapanaperaturanapemerintahayangabaru. 

Berdasarkanalatarabelakangamasalah diaatas, makaaperumusan masalah 

penelitianaini adalahasebagaiaberikut : 
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1. Bagaimanaapengaruh penerapan standaraakuntansi pemerintahanaterhadap 

kualitasalaporanakeuangan? 

2. Bagaimanaaapengaruh corporateaagovernance terhadapaakualitas laporan 

keuangan? 

3. Bagaimanaaapengaruh pengendalianaaintern terhadapaakualitas laporan 

keuangan? 

1.3 Tujuan Peneliatian 

Adapun tujuanapenelitian iniaadalah untuk menganalisis dan menguji 

secara empiris : 

1. Pengaruhaapenerapan standaraaakuntansi pemerintahanaaterhadap kualitas 

laporanakeuangan. 

2. Pengaruh corporate governance terhadapakualitasalaporanakeuangan. 

3. Pengaruh pengendalian intern terhadapakualitasalaporanakeuangan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkanadapat memberikanamanfaat dan kontribusi 

untuk berbagaiapihak diantaranya sebagai berikut: 

1. BagiaAkademisi 

Penelitianaaaini diharapkanaaadapat memberikanaaakontribusi dalam 

pengembangan teori mengenai kualitasaalaporanaakeuangan, penerapan 

standaraakuntansi pemerintahan, corporate governance, danapengendalian 

internal.  

2. Bagi Regulator 
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Hasilaapenelitian iniaadiharapkan dapataamemberikan informasi bagi 

pemerintahamengenai laporan keuangan yangaberkualitas. Pemerintah dapat 

melihat sejauh mana praktik pertanggungjawaban oleh pemerintah daerah 

berupa laporan keuangan. Hal ini berhubungan karena dana pemerintah 

daerah bersumber dari masyarakat yaitu dari penerimaan retribusi daerah. 


